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Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menyusun program besar transformasi digital, salah satunya
melalui kebijakan sertipikat tanah elektronik.[1] Untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan
skema dan infrastruktur pendukung digitalisas sertipikat tanah. [2] Namun kebijakan tersebut mendapatkan
kritikan dari masyarakat. Pemerintah dianggap belum memiliki kesiapan dalam memasuki eradigitalisas
sertipikat tanah.[3] Terdapat sejumlah permasalah yang harus dibenahi dalam rangka menyiapkan
pelaksanaan program ini. Tujuan penulisan tesisini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan Kementerian
ATR/BPN menyelenggarakan pendaftaran tanah secara elektronik. Selain itu untuk menguraikan akar
permasal ahan penerapan pendaftaran tanah secara elektronik di negaralain yang menjadi pembelgjaran bagi
penerapannyadi Indonesia. Untuk mengidentifikasi prospek penerapan dan permasalahan kebijakan ini
berdasarkan pembelgjaran (lessons learned) dari negaralain. Tipologi penelitian menggunakan metode
preskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan study kepustakaan dan wawancara (kualitatif). Data
yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dengan
penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat potensi

permasal ahan dan hambatan penerapan sertipikat elektronik di Indonesiadari segi kesiapan sistem,
kelengkapan data dan SDM. Hal ini dapat menghambat penerapan digitalisasi pendaftaran tanah.

...... The government through the Ministry of ATR/BPN has compiled a major digital transformation
program, one of which isthrough the electronic land certificate policy. To realize the implementation of this
policy, a scheme and infrastructure to support the digitization of land certificates are needed. However, this
policy has received criticism from the public. The government is considered not yet ready to enter the era of
digitizing land certificates. There are a number of problems that must be addressed in order to prepare for
the implementation of this program. The purpose of writing thisthesisis to identify the policy of the
Ministry of ATR/BPN in conducting electronic land registration. In addition, to describe the root cause of
the application of electronic land registration in other countries which is alesson for its application in
Indonesia. To identify the implementation prospects and problems of this policy based on lessons |learned
from other countries. Typology of research using prescriptive anaysis method, data collection is done by
literature study and interviews (qualitative). The data collected was analyzed qualitatively by combining
library research with field research. Based on the results of the study, it was concluded that there are
potential problems and obstacles to the application of electronic certificates in Indonesiain terms of system
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readiness, completeness of data and human resources. This can hinder the implementation of digitizing land
registration.



